
 

RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ...    

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, tertib 

administrasi, dan kelancaran serta penyeragaman dalam 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan, 
diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang 

mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian 
Perdagangan; 

  b.  bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 

2023 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                  
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan belum dapat menampung perkembangan 
dan kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di lingkungan Kementerian 
Perdagangan, sehingga perlu dirubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan;  
 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994; 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 
  5. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 

  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, 

dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1753); 

  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur 
Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan 
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1257); 
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  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan 

Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga 
Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan 
dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan 

Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1134); 

  9.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606); 
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 
26 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 606), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 16 

(1) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit memuat: 
a. identifikasi masalah; 
b. identifikasi tujuan; 

c. alternatif tindakan; 
d. analisis biaya dan manfaat; 

e. pemilihan opsi; dan 
f. strategi implementasi. 

(2) Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disusun menggunakan metode Regulatory Impact 
Analysis (RIA). 

(3) Dalam penyusunan Analisis Dampak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus 
melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan 

Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan 
dan pemangku kepentingan. 

(4) Bentuk koordinasi dengan Badan Kebijakan 
Perdagangan Kementerian Perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

sesuai tugas dan fungsi Badan Kebijakan 
Perdagangan Kementerian Perdagangan.  

(4) Tahapan penyusunan analisis dampak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum 
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dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal 16A, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16A 
Penyusunan Analisis Dampak sebagaimana dimaksud 
Pasal 16 dikecualikan untuk: 

a. rancangan Peraturan Menteri yang disusun untuk 
melaksanakan putusan pengujian peraturan 
perundang-undangan di Mahkamah Agung; 

b. rancangan Peraturan Menteri yang bersifat delegasi dari 
peraturan yang lebih tinggi yang sudah memiliki Analisa 

Dampak; 
c. rancangan Peraturan Menteri yang terkait dukungan 

manajemen Kementerian Perdagangan.  
 

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal 22A, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22A 
 

Ketentuan mengenai penyusunan Analisa Dampak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan 
Peraturan Menteri yang disusun berdasarkan ketentuan 

Pasal 20 dan Pasal 22. 
 

4. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 47 
Penyusunan Analisis Dampak rancangan Peraturan 
Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 16. 
 

Pasal II 

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.   
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal ...  

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

BUDI SANTOSO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ...                  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

DHAHANA PUTRA  

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 

 
 


